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BUPATI LAMONGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/39/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,

DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

PUSKESMAS SE-KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan

kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas se-Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara
Pengeluaran Badan Layanan Umum  Daerah
Puskesmas Se-Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam



-

Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
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2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/
55/Kep/413.013/2018 tentang Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Pada 33 (Tiga Puluh Tiga) Puskesmas di
Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud

diktum KESATU mempunyai tugas:

a. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan
Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Bupati;
menyusun Renstra;

c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;

d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain
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pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat
keuangan dan pejabat teknis, serta menyampaikan
dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional
serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah
kepada Bupati;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;

menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Langsung (LS)/Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang
(GU)/Tambahan Uang (TU);

melaksanakan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya; dan

melakukan pengujian atas tagihan.

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU mempunyai tugas:

a.

b.

menerima dan menyetorkan penerimaan yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
menerima dan menyetorkan penerimaan yang di
terima dari pihak ketiga ke rekening kas Badan
Layanan Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;
dan

mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang
di terima melalui bank.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum
KESATU mempunyai tugas:

a.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS)/
Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan
Uang (TU);

melaksanakan pembayaran dari uang persediaan
yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat
Permintaan pembayaran (SPP) Uang Persediaan
(UP)/ Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU) dan
Langsung (LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK}); dan
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e. mengembalikan dokumen

pendukung Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)
(UP)/Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU) dan
Langsung (LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), apabila dokumen tersebut

tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, dalam melaksanakan

tugas-tugasnya harus

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada  tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1.
2.
3.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

. Sdr.

. Sdr.

Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
Inspektur Kabupaten Lamongan;

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan.
Kepala Puskesmas se-Kabupaten

Lamongan dimaksud.
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